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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya penyedia jasa angkutan serta dalam
rangka memberikan jaminan  keselamatan terhadap
penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;

- bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan

rasionalisasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam pemberian
pelayanan di bidang pengujlan kendarsan bermotor serta
dalam rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan vang
mengatur tentang retribusi daerah sehubungan dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribust
Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huraf a dan huraf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);




4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049]):

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendarsan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528):

9. Peraturan Pemermntah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Hendaraan dan Pengemudi ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3530) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4393,

12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);




15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694):

16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomer 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43):

17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Rabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
lentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2011 Nomor 18);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balanpan Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan,

2. Pemerintgh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. HKepala Dacrah adalah Bupati Balangan,
4

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yvang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha vang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan




10.

11.
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14,

15.

16.

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yavasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnva termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan vang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain Kendaraan vang berjalan di atas rel.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan.

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnyva disebut Uji Berkala
adalah pengujian kendarasn wvang dilakukan secara berkala terhadap
kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus,

Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang
berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor,
kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yvang dilengkapi
schanyak-banyaknya 8 {delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk
dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mohil bus.

Kereta Gandengan adalah suatu alat vang dipergunakan untuk menganghkut
barang veng seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Kereta Tempelan adalah suatu alat vang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan bermotor penariknya.

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor
untuk penumpang dan kendarsan bermotor untuk barang vang
penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang - barang
khusus.

Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah
berat maksimum kendaraan bermotor berikut musatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

17.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelavanan pengujian
kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau badan dalam rangka pemenuhan persyaratan layak jalan
kendaraan bermotor,

18.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

19.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.




20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
wakiu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21.3urat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

22.3urat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar, vang selanjutnva disingkat
SKRDLE adalah surat ketetapan retribusi yvang menentukan jumiah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
Jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

23.5urat Tagihan Retribusi Daerah yvang dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

24.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
pada bank yang telah ditetapkan.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Atas pemberian pelayanan pengujian kendaraasn bermotor dipungut retribusi
dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3
Objek retribusi pengujian kendarasan bermotor adalah pelayanan pengujian
kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, vyang diselenggarakan oleh
Pemenntah Daerah.

Pasal 4
Subjek retribusi pengujian kendaraan bermoter adalah orang pribadi atau badan

vang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan
bermotor vang diberikan Pemerintah Daerah,

BAB IT1
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.
BAE IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal T

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yvang diberikan
sesual dengan JBE dan jemis/klasifikasi kendaraan.




BABV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
{1) Pringip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan dan jasa vang
diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut,
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, dan biava modal.
BAB V1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran, vang merupakan
bagian tak terpisahkan dar Peraturan Daerah ind.

BAEB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengujian
dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah sesuai dengan uji berkala selama 6 (enam) bulan, terhitung
sejak tanggal pembayaran retribusi.

Pasal 12
Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.
BAE IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

{2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamalan.

(3} Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.




Pasal 14

Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati,

(1)

{2}

(1)

(2)

(3)

(4)

{1

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain
yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD
dan STRD.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat pelayanan
pengujian kendaraan bermotor selesai.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi
untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan
alasan vang dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2)
ditetapkan cleh Bupati.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk

menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu vang ditentultan dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
diberikan tanda bukt pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

Penagihan surat teguran/ peringatan/ surat lain vanp sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (mjuh) har setelah tanggal waktu surat
teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar
retribusinya yvang terutang.




{3)

(1
(2)

(3}

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat
vang ditunjuk.

BAB XTI
TATA CARA PERUBAHAN TARIF
Pasal 20
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga] tahun sekali.
Peninjauan Taril Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilabukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratil berupa bunga 2% [dua persen)
setiap bulan dari Retribusi vang terutang yvang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD;

(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

{3}

Pasal 22

Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibavar didahubui
dengan Surat Teguran.

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagithan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tuguh) han sejak jatuh tempo pembayaran.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dikeluarkan oleh pejabat
vang ditunjulk.

BAB XIV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 23

Wajih Eetribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanyva kepada Bupat
atau Pejabat wvang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.




(4)

(5)

(1)

(2)

(3}

(4}

{1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yvang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayvar Retribusi dan
pelaksanasan penagihan Retribusi.

Pasal 24

Dalam waktu paling lama 6 (enam| bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yvang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bag Wajib Retribusi, bahwa keberatan vang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atan
stbagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi vang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pacda ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memben suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 25
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% [dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB,

BAE XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMEEEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

Bupati dapat memberikan pengurangan, Keringanan, dan pembebasan
retribusi.

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan
lebih lamjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV1
PENGEMEBALIAN KELEEIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

{1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.




(2}

(3)

(4)

(3)

()

(7}

(1)

(2}

op

(3)

(4)

(5)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permochonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam janglka waktu paling lama 1 {satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih
dahulu utang Retribusi.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (duaj bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% [dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Bupat.

BAB XVII
HKEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui walktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retnibusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tertangguh jika:

diterbitkan Surat Teguran ; atau

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut,

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.
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(1)

(£)

(3)

i

2

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 29

Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagithan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yvang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 30

Bupati berwenang melakukan pemeriksagan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban retnbusi daerah dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan.
Wajib Retribusi vang diperiksa wajb :
a. memperlihatkan dan/atauy meminjamkan buku atau catatan, dokumen

vang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
ohjek Retribusi vang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuli tempat atau ruangan vang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dan/atau
¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

Hetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

Insentif vang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif
atas dasar pencapalan kinerja tertentu.

Pemberian insentfl sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan msentil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyvidikan tindak
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(3)

(4)

(1

(2)

pidana di bidang Retribusi Daerah scbagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah pejabat pegawai neger
sipil tertenitu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
vang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan,

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lenghkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakulkan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindal
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt pembulkuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penvitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusit Dacrah;

g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j.  Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) memberitahukan dimulamya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVTI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud avat (1) adalah pelanggaran.
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 1m, sepanjang

mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupau dan atau ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan.

Salinan sesuai dengan aslinva

r

: T'WSE’H&DY. SH
NP 20 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 9
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelavanan kepada masyvarakat khususnya
penvedia jasa anglutan serta dalam rangka memberikan jaminan keselamatan
terhadap penggunaan kendarasn bermotor di jalan, Dalam Peraturan Daerah
ini mengatur kewajiban orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau
menikmati  pelayanan pengujian  kendaraan beéermotor wvang diberikan
FPemerintah Daerah dan atas pemberian pelayanan pengajian kKendaran
bermotor dipungut retribusi dengan nama retribusi pengujian kendarsan
bermotor.

Bahwa pengaturan mengenai pungutan retribusi pengajian  kKendaraan
bermotor sebhagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan dalam perkembangannya
Undang-Undang dimaksud telah dicabut dan digantikan dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk
memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan
kendaraan bermotor di jelan, melestarikan lnghungan dar kemungkinan
pencemaran yang diakibatkan clelh penggunaan kendaraan bermotor di jalan
dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan karena
kondizsi demildan mempunyai dampak langsung terhadap wupava
menghindarkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa
maupun kerugian harta benda yang tentunya hal ini tidak kita harapkan.

Bahwa untuk memaksimalkan pungutan daerah dan menjamin keselamatan

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud distas, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor,
[I. PASAL DEM] PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Culkup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5

14




Culkup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal B
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pazsal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Culup jelas.

Pasal 13
Culup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Culup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
ayat (1)
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Culoup jelas.
avat (2]
Cukup jelas.

ayvat [3)
Cukup jelas.

ayat (4}
Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannva adalah suatu
kﬂ:ad&a.n yvang terjadi di luar kehendak /kekuasaan wajib retribusi,
misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah

bencana alam.

Pasal 25
Culup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Culcup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
avat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara

langsung adalah wajib retribusi  dengan

kesadarannya

menyatalkkan masih mempunyvai utang retribusi dan  belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
ayat (3)

Cukup jelas.
ayat (4)

Culkup jelas.
ayat (5]

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak
langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyvata-nyata langsung
menyatakan bahwa ia mengakui mempunyal utang retribusi
kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan
permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib
retribusi mengajukan permohonan keberatan.,

Pasal 30

Culup jelas.

Pasal 31

Culup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas
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Pasal 34
Cukup jelas,

Pasal 35
Culmp jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH HKABUPATEN BALANGAN NOMOR 79
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Lampiran : Peraturan Daerah Kabh. Balangan

Nomor @ Tahun 2012
Tanggal 5 Maret 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO,

JENIS/ KLASIFIKASI PELAYANAN RINCIAN TARIF SJUMLAH
| 2 | ; ; 2 3 4
1 | Pengujian Kendaraan Bermotor
a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg
dengan rincian sebagai berikut ¢
1) Biaya uji; Rp.30.000,-
2) Pengmantian buku wji; Rp. 10,000,
3] Plat uji, kawat, segel . dan Rp. 10.000,.
4) Tanda samping/ stiker. Rp. 15000 Ry 65.000,-
b. Kendaraan dengan JBB 5500 - 15000 ‘
kg dengan rincian sebagai berikut ;
1} EIH.}'E. 'I.I.ji:. HP‘!"UEDD.'
2) Penggantian buku uji: Rp. 10.000,-
3} Mat uji, Kawat, segeldun R, 10,000, -
4) Tanda samping/ stiker. Rp. 15.000.- Rp.75.000,-
C. Kendarzsan dengan JBB > 15000 kg
dengan rinclan sebagal berikut |
1) Biava wuji; Rp.50.000, -
g ; R, 10,000, -
2) Penggantian buku wuji: Rp. 10,000,
3) Plat uji, kawat, segel; dan Ao, 15.000 -
4) Tanda samping/ stiker. ¥ | Rp.85.000,-
2 | Eendaraan Uji Lengkap :
a. biava uji ; dan Rp.30.000, -
b. penggantian buku il Ep. 10.000,-
[ - Rp.40.000,-
| Registrasi Rendaraan Bermotar
gd. baro dan mutasi masuk ; Rp.25.000,-
: . Rp.50.000,-
b. mutasi keluar | Rp.25.000,.
€. modifikasi/ perubahan bentuk atau
tHpe.
4 | Numpang uji keluar/masuk dikenakan biaya
sebesar biaya uji
berkala menwrut
| JEB -nya. R—
5 Penggantian tanda lulus uj
a, buku uji rusak ; Rp.20.0040, -
b. bulku uji hilang ; Rp.50.000,-
c. plat, Kawat dan segel rusak ; Ep. 10.000,-
d, plat, Kawat dan segel hilang ; Rp, 10.000,-
e. tanda samping rusak. Ep. 150040, -
5 | /

| Pengecatan ldentitas/ Lokast




